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Puji dan Syukur alhamdulillah kami haturkan kehadirat Allah
SWT. atas limpahan rahmat, karunia, dan cahaya petunjuk-Nya,
sehingga penyusunan buku ini dapat terselesaikan dengan segera.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah-limpahkan pada
junjungan Nabi besar Muhammad SAW., terhadap keluarga, para
sahabat, dan para pejuang yang penuh keikhlasan membela
kebenaran, keadilan dan memberantas kebodohan, semoga kita
mampu mewarisi dan meneladaninya.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang di lakukan selama
kurang lebih 5 bulan dengan mengambil setting lokasi di kabupaten
Pamekasan. Mencakup pengalaman proses pembentukan hukum
Islam dalam peraturan daerah (perda) dan implementasinya sebagai
perundang-undangan yang ditegakkan langsung melalui kekuatan
kekuasaan di Pamekasan Madura, sebagai perundang-undangan di
tingkat kabupaten yang berlaku umum untuk masyarakat. Di
samping efektifitas pelaksanaan peraturan daerah yang sudah ada
dalam menjaga ketertiban umum juga dikupas tentang dampaknya

bagi terpeliharanya kerukunan antar umat beragama di Pamekasan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini tidak akan terselesaikan tanpa
bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin
menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ketua dan para wakil ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Pamekasan

2. Bupati Pamekasan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Pamekasan.

3. Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.

4. Ketua Majelis Ulama’ Indonesia Kabupaten Pamekasan

5. Ketua Forum Komunikasi Ormas Islam Kabupaten Pamekasan
(Fokus)



10.

11.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari'at Islam
Kabupaten Pamekasan
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten
Pamekasan
Kepala P3M STAIN Pamekasan beserta sekretaris dan para
stafnya.
Pembanding, nara sumber, peserta FGD, dan semua peserta
dalam seminar hasil penelitian, yang telah menyumbangkan ide,
saran, dan kritiknya untuk kesempurnaan buku ini.
Semua pihak yang telah membantu dan berkonstribusi dalam
penyelesaian buku ini, saudara Imam Hanafi, M.HI, adinda
Misbahul Arifin, S.Pd.I.
Isteri tercinta Ulfatun Hasanah, ketiga buah hati tersayang,
Muhammad Althafulghazy Fawwaz, Arini Noura Firdausi,
Ahsan Albi Abqari yang telah merelakan waktu kebersamaan
mereka demi penyelesaian buku ini.

Penulis tidak dapat membalas dengan apapun kecuali ucapan

terima kasih, semoga amal kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan,

oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan

dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Dan semoga tulisan

yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih

bagi pengembangan ilmu dan bernilai ibadah. Amiin ya mujibassailin

Pamekasan, Oktober 2016
Penulis,

Maimun
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah umat Islam mencatat bahwa hukum Islam (figh) telah
berhasil mengatur dan mengarahkan perbuatan spiritual manusia
serta hubungan sosial mereka, di mana awal keberadaannya sudah
terjadi pada masa kerasulan Muhammad SAW, yaitu dengan cara al-
Qur'an dijabarkan kembali ke dalam bentuk tuntunan dan pedoman
yang lebih praktis sehingga dapat menjadi penggerak dan
pengendali bagi perubahan masyarakatnya menuju kesejahteraan
lahir dan bathin. Itu semua terjadi sejak zaman Nabi sampai pada
zaman mujtahid.?

Dalam konteks Indonesia hukum Islam baik dalam bentuk figh
maupun hukum syari’at pada umumnya, senantiasa diikuti dan
dilaksanakan jika selaras dengan situasi dan kondisi masyarakatnya,
sehingga tidak menjadi aturan yang terasing dari umat yang
memang mengharapkan kehadiran aturan-aturan yang bisa
mengantarkan mereka menuju kemaslahatan di dunia maupun di
akhirat.

Kalau sudah berbicara kemaslahatan, maka sebenarnya umat
Islam tidak cukup berhenti dengan membuat hukum Islam “rasa”
Indonesia atau daerah-daerah tertentu, tapi harus lebih dari itu. A.
Qadri Azizy melontarkan gagasan agar para pemerhati dan praktisi
hukum Islam di Indonesia berupaya untuk menjadikan hukum Islam
yang dianut oleh mayoritas muslim Indonesia sebagai hukum
positif, artinya hukum Islam dijadikan sumber sistem hukum yang
diberlakukan oleh pemerintah Indonesia baik berbentuk undang-
undang negara maupun lainnya.

I Namun demikian ada sebagian pemikir yang berpendapat bahwa awal
munculnya figh Islam tidak pada masa nabi, tapi jauh setelah itu, tetapnya sekitar
abad ke empat Hijriyah. Lihat Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, (Jakarta:
Rajawali Press, 2009),
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